QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 38 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang  Retribusi Daerah. Retribusi Tempat Khusus Parkir
merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan
pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Tempat Khusus Parkir

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3186),

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480),

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685),

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
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6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893),

8. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897);

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

I'l. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 fentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 200] Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 34);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tamb

ahan Lembaran
Negara Nomor 3258);

[3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 199 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tin

gkat | dan Tingkat I (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 26, Ta

mbahan Lembaran Negara Nomor
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4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu Lintas Jalan  (Lembaran Negarn Tahun 1993 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529),

IS Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi Sebagm Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952),

16 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4139),

I'7.Keputusan - Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70),

I8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang

Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah:
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang

Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang

Fasilitas Parkir Untuk Umum;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,

23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

24, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang

Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Dacrah Tingkat | dan
Daerah Tingkat |1,

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor S0
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, A./
NEL Vo
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26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Daerah;

27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

28 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

30.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalan Qanun inj yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribus;
Daerah sesuaj dengan Peraturan Perundan

g-undangan Daerah yang
berlaku;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Badan ... %
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6. Badan adalah Suatu bentuk Badan. Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya;

7. Parkir adalah kenderaan bermotor dalam keadaan tidak bergerak bersifat
sementara;

8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan
atau dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi Pelataran/lingkungan
parkir, taman parkir dan gedung parkir;

9. Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang berada pada kenderaan itu termasuk kenderaan gandeng
atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kenderaan bermotor;

10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

[1.Retribusi  Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi

adalah  pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang
khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pe
dan Pihak Swasta;

rusahaan Daerah

12.Wajib Retribusi adalah orang  pribadi atau badan yang menuruyt

Peraturan Perundang—undangan Retribusi  Daerah diwajibkan untuk

mc¢ lakukan Pembayaran Retribusi, termasyk

pémungut atay pemotong
retribusi;

untuk melaporkan objek retribus;
pembayaran retribys; yang terutang
undangan Retribus; Daerah;

sebagai dasar perhitungan dan
menurut Peraturan Perundang-
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16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

I7.Surat Ketetapan Retibusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena Jumlah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

I8.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

19.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

20.Pemeriksaan  adalah serangkaian  kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribus;i Daerah;

21.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tirdakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
| Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagali

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir
yang meliput; :
a. Pelataran/lingkungan parkir;
b. Taman Parkir;
¢. Gedung Parkir.

N
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(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang
dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan

tempat khusus parkir.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan Jangka waktu

penggunaan tempat khusus parkir.
BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan atas tujuan untuk memperoleh  keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang

beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF
Pasal 8

(1) Tarif  retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang
disediakan dan jenis kenderaan bermotor;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di
Wilayah Daerah;

277
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(3) Dalam. ha| tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa,
yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi
a. Unsur biaya Per satuan penyediaan jasa;

b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan Jasa.

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), (2)
dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

_
Jenis

Jenis

Tarif

Tempat Parkir Kenderaan Bermotor

Pelataran /| Sedan, Jeep, Minibus
Lingkungan

Rp.  500,-/1xParkir
Rp.  500,-/1xParkir
Rp. 1.000,-/1xParkir
Rp.  200,-/1xParkir

Pic up dan sejenis

Bus, Truck dan Alat Besar lainnya
Sepeda Motor

T

BAB vII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pasal .. (’(/

Scanned by CamScanner



Pasal 12

Bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi

Daerah ditetapkan Iebih lanjut oleh Bupati.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atay dokumen lain
yang sah,

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1)

Pembayaran retribys; yang terutang dilunas; sekaligus dimuka

BAB X1

BAB X1]
PENYIDIKAN

Pasal 16

agai
tindak pidang dibidang retribusi,

2) Wewenang . . M
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat | (satu) adalah:
a. Menerima, mencari dan mengurinpulkan serta meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

Jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

€. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut:

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g8 Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurufe;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J. Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik /}/
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(3) Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 18
Pada saat mulai berlaky Qanun ini, maka semua peraturan yang
bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 19
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 November 2002 M
" 25 Ramadhan 1423 H

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

* DRS. HASAN BASRI DJALIL
“~___—Pembina Utama Muda
TS Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 43
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PENJELASAN
ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 38 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk menwujudkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan
kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli

Daerah,

2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta
untuk ketertiban dan keteraturan perparkiran yané disediakan khusus baik
dalam kota maupun diluar kota, dipandang perlu menetapkan Retribusi

Tempat Khusus Parkir.

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi

Tempat Khusus Parkir, perlu diatur dalam suatu Qanun.
1. PENJELASAN PASAL DEMI PASALL :

Pasal |

Cukup jelas.

- Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal K/ ‘
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PJ\JE .
Cukup jelas
Pasal §

Cukup jelas

Pasal o

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.

Y/
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